PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH [

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

R.I Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 22 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa pengelolaan kekayaan negara merupak-
an tugas yang harus dilaksanakan secara cer-
mat, teliti, oleh pejabat perbendaharaan negara
dengan menggunakan sistem administrasi yang
profesional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta didukung oleh tenaga
pengelola yang profesional;

bahwa pengelolaan kekayaan negara baik secara
langsung maupun tidak langsung berpotensi ter-
jadinya kelalaian dan/atau perbuatan melawan
hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian
negara, sehingga waijib diupayakan penyelesaian-
nya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf & dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangu-
nan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang
Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Ling-
kungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat :

iz

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

3

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia 4400);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/
Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Ta-
hun 2005 Nemor 31, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 4488},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Namor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negdra Republik Indo-
nesia Nomor 5135};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Dae-
rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8533);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 ten-
tang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/
Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Benda-
hara atau Pejabat Lain {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5934);

Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Peny-
elesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Benda-
hara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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10.

11.

12.
* Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun

13.

2017 Nomar 147);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/
PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang seb-

agaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan |

Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
630); :
Peraturan Kepala Badan Pemeriksa'Keuangan No-
mor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelak-

sanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemer-

iksaan Badan Pemeriksaan Keuangan {Lembaran '

Negara Republik Indonesia Tahun 201C Nomor
92);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kement-
erian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 463);

Peraturan -Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun
2017 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi, (Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43) sebagaima-
na telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi-
grasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29
Tahun 2017 tentang Tata Cara Mempekerjakan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Ling-
kungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAE-

RAH TERTINC AL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PEDOMAN PE\ZYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGU-
NAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan Barang Milik Negara yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum dan/atau kelalaian baik sengaja
maupun tidak sengaja.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selan-
jutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang diben-
tuk oleh Menteri untuk menangani Penyelesaian
Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Ke- |
menterian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi. .
Kuasa Pengguna Anggaran, yang disingkat dise-
but KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa oleh
Pengguna Anggaran untuk mengelola dan ber-
tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. .
Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas
untuk dan atas nama negara, menerima, meny-
impan, dan membayar/menyerahkan uang atau
surat berharga atau Barang Milik Negara.
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Re-
publik Indonesia yang telah memenuhi syarat
vang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang ber-
wenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan
digaji berdasarkan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat
penyelenggara pemerintahan yang tidak bersta-
tus pejabat negara, tidak termasuk bendahara
dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah suatu ben-
tuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali
dibuat oleh Bendahara yang menyatakan kesang-
gupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersang-
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kutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara
yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian
Negara.

Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya dis-
ingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan

" (rekening proses) terhadap Bendahara, jika dalam

10.

11.

12.

13.

14.

15.

kepengurusan terjadi kekurangan perbendahara-
an.

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat

TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Ben-

dahara, Pegawai Negeri. bukan Bendahara dan |
pejabat lain, dengan tujuan menuntut penggan- :
tian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan |
melawan hukum dan/atau kelalaian sehingga baik |

secara langsung atau tidak langsung Negara diru-
gikan. i

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BMN adalah semua barang yang dibeli atau di-
peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain-
nya yang sah.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya
disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertu-
gas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab dan keuangan negara sebagaimana dimak-

sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Pembebanan Sementara yang selan-
jutnya disingkat KPS adalah Keputusan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang pembebanan penggantian
sementara atas Kerugian Negara yang mengaki-

batkan Kerugian Negara serta adanya penolakan

penyelesaian melalui penerbitan SKTJM.

Keputusan Penectapan Batas Waktu yang selan- |
jutnya disingkat KPBW adalah keputusan vang
ditetapkan oleh BPK tentang pemberian kesem-
patan kepada Bendahara untuk mengajukan ke- |

beratan atau pembelaan diri atas tuntutan peng-
gantian Kerugian Negara. '
Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang
ditetapkan oleh BPK tentang pembebanan peng-
gantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan
administrasi dari yang berwenang (epada pelaku

16.

17.

18.

(1)

(2)

untuk melakukan penagihan guna menutup atau
menyelesaikan kerugian yang diderita oleh Neg-
ara sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Pimpinan Tinggi Madya adalah unsur organisasi
di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya
disebut Kementerian. Adalah Kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa, ka-
wasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat
desa, percepatan pembangunan daerah terting-
gal, dan transmigrasi.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan
desa, kawasan perdesaan, pemberdayaan ma-
syarakat desa, percepatan pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mempunyai maksud un-
tuk mengelola kekayaan negara secara cermat
dan teliti oleh pejabat perbendaharaan negara
dengan menggunakan sistem administrasi yang
profesional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta didukung oleh tenaga
pengelola yang profesional.
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Lain dalam penyelesaian kerugian Negara di ling-
kungan Kementerian agar berjalan efektif, efisien
dan akuntabel.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.
b.
C.
d.

Sumber Informasi kerugian Negara;
Jenis Kerugian Negara;

Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
Penyelesaian Kerugian Negara;

Business News $931/18-9-2017




+

. FENGUMUMAN |

e. Penatausahaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi;
f. Kadaluwarsa; dan

g. Sanksi.
BAB Il
SUMBER INFORMASI KERUGIAN NEGARA
Pasal 4

{1) Kerugian Negara dapat diketahui dari berbagai

sumber informasi, meliputi:

a. laporan hasil pemeriksaan unit pengawasan
internal atau eksternal;

b. laporan atasan langsung yang bersangkutan;

c. hasil verifikasi oleh Bendahara atas kekuran-
gan kas; ;

d. pengakuan dari Bendahara, Pegawai Negeri
bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain.

e. perhitungan ex-officio; dan

f. sumber informasi lainnya.

(2) Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kementeri-
an dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian
Negara. :

Pasal 5

{1) Timbulnya Kerugian Negara dapat disebabkan
karena perbuatan melawan hukum dan/atau kel-
alaian yang dilakukan oleh:

a. Bendahara;
b. Pegawai Negeri bukan Bendahara; dan
c. Pejabat Lain.

(2} Perbuatan yang melawan hukum dan/atau kel-
alaian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) me-
nyebabkan timbulnya Kerugian Negara meliputi:
a. melalaikan kewajiban:

b. mencuri;
¢. menggelapkan;
d. menghilangkan; dan
e. merusak BMN.
(3] Melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a merupakan kelalaian yang
mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan
dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-ha-
tian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.

(4) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara,

! PERATURAN PEMERINTAM

dan/atau Pejabat Lain yang karena perbuatan
melawan hukum dan/atau kelalaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) baik sengaja atau tidak |
sengaja mengakibatkan Kerugian Negara yang
terjadi di lingkungan Kementerian wajib meng-
ganti Kerugian Negara tersebut.

Pasal 6

Dalam hal melalaikan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) huruf a yang dilaku-
kan oleh Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Ben-
dahara yang sedang melaksanakan tugas belajar dan
mengalami kegagalan tugas belajar mengikuti keten-
tuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedo-
man Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasa-
rjana Program Magister/Master {(S2) dan Doktor {S3}
Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Kement-
erian,

BAB Il
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Pasal 7
(1) Untuk melakukan proses penyelesaian terhadap
setiap Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan
Kementerian, Menteri membentuk TPKN.
Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

(2)

a. Menteri sebagai penanggungjawab;

b. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;

c. Inspektur Jenderal sebagai Wakil Ketua;

d. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Nega-
ra sebagai Sekretaris;

e. Wakil dari Unit Tinggi Madya sebagai ang-

"~ gota; dan

f. Sekretariat.

(3} TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mem-
punyai fungsi:

a. meneliti laporan kasus Kerugian Negara yang
terjadi;

b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti
pendukung telah melakukan perbuatan mela-
wan hukum dan/atau kelalaian baik sengaja
maupun tidak sengaja sehingga mengakibat-
kan Kerugian Negara

c. melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara,

# u.\'me.\*.s‘" z‘.’c’;’s“?@i}} & ‘}~50}’ 7




PENGLUMIUIMAN. [ PERATURAN PEMERINTAH

Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau
Pejabat Lain kasus Kerugian Negara di ling-
kungan Kementerian yang dibiayai dari bagian

anggaran Kementerian serta sewaktu-waktu |

dapat meninjau ke lokasi kasus Kerugian Neg-
ara;

d. menghitung jumlah Kerugian Negara;
e. menginventarisasi harta kekayaan milik Ben-

dahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara,
dan/atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan
sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Neg-
ara;

menyelesaikan Kerugian Negara melalui SK-
TIM;

menyusun bahan pertimbangan untuk pen-
gambilan Keputusan penetapan Kerugian
Negara; dan_

penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara
termasuk pembuatan Daftar Kerugian Nega-
ra sesuai dengan contoh.format tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan, Pimpinan Tinggi Madya
dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyele-
saikan TP dan TGR yang terjadi pada Unit Tinggi
Madya masing-masing.

Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

terdiri atas:

a. Pimpinan Tinggi Madya;

b. Biro Keuangan atau bagian yang membidangi
keuangan Unijt Tinggi Madya;

c. Biro Hukum atau bagian yang membidangi hu-
kum Unit Tinggi Madya;

d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Pimpi-

nan unit pelaksana teknis pada instansi terkait

yang dibiayai, dari bagian anggaran Kement- |

erian.

Pasal 9
Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 mempunyai tugas:
menyelesaikan Kerugian Negara yang terjadi di
Business News 907171892087

1.

lingkungan Unit Tinggi Madya atau Organisasi
Perangkat Daerah/Pimpinan Unit pelaksana teknis
pada instansi terkait yang dibiayai dari anggaran
Kementerian untuk:
a. TP berdasarkan:

1) Keputusan Pengangkatan Bendahara;

2) laporan dan kronologis dari Bendahara
atau hasil pemeriksaan terjadinya Keru-
gian Negara;

3) Berita Acara Pemeriksaan Kas;

4) Register Penutupan Buku Kas;

B) surat keterangan sisa uang yang belum
dipertanggungjawabkan dari KPA;

6) rekening koran bank;

7) foto kopifrekaman buku kas umum bulan
vang bersangkutan yang memuat adanya
kekurangan kas;

8) surat tanda lapor dari kepolisian dalam
hal Kerugian Negara mengandung indi-
kasi tindak pidana;

9) berita acara pemeriksaan tempat kejadian
perkara dari kepolisian dalam hal Keru-
gian Negara terjadi karena pencurian atau
perampokan;

10} surat keterangan ahli waris dari pejabat
yang berwenang atau pengadilan;

11) menyelesaikan Kerugian Negara meialui
SKTJM; dan

12) lain-lain keterangan yang dapat digunak-
an sebagai bahan pertimbangan dalam
penetapan tuntutan pengembalian atas
Kerugian Negara.

b. TGR berdasarkan:

1) Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri, Pegawai Negeri dan/atau Pejabat
Lain;

2) laporan dan kronologis terjadinya Keru-
gian Negara Bendahara Pegawai Negeri
bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain
atau hasil pemeriksaan terjadinya Keru-
gian Negara;

3} kapan terjadinya Kerugian Negara;

4) identitas Bendahara, Pegawai Negeri bu-
kan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain
yang mengakibatkan Kerugian Negara;



(1)

(2)

5} jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, ta-
hun perolehan, sumber perolehan barang
inventaris BMN dan hal yang diperlukan
lainnya.

6) surat tanda lapor dari kepolisian dalam
hal Kerugian Negara mengandung indi-
kasi tindak pidana;

7} berita acara pemeriksaan tempat kejadian
perkara dari kepolisan dalam hal Kerugian
Negara terjadi karena pencurian atau per-
ampokan;

8} surat keterangan ahli waris dari pejabat
yang berwenang atau pengadilan;

9} menyelesaikan Kerugian Negara melalui
SKTJM; dan

10) lain-lain keterangan yang dapat digunak-
an sebagai bahan pertimbangan dalam
membuktikan adanya Kerugian Negara.

melakukan verifikasi laporan
pelaksanaan tugas.

menyampaikan hasil verifikasi dokumen dalam
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari

dan menyusun

kerja sejak menerima penugasan terkait dengan

adanya potensi Kerugian Negara yang dilakukan

oleh: .

a. Bendahara kepada KPA; dan

b. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahéra,
dan/atau Pejabat Lain kepada Pimpinan Tinggi
Madya.

Pasal 10

KPA atau Pimpinan Tinggi Madya menyampai- |
kan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara se- |
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 ke- |

pada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7
{tujuh) hari kerja setelah menerima hasil verifikasi
dari Tim Ad Hoc. i

Menteri menugaskan TPKN sebagaimana. dimak- |

sud dalam Pasal 9 untuk menindaklanjuti menge-
nai adanya potensi Kerugian Negara dalam jang-
ka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya laporan dari Pimpinan Tinggi Madya.
TPKN melakukan pemeriksaan terhadap laporan
Tim Ad Hoc atas laporan hasil verifikasi potensi
Kerugian Negara dan melakukan pengecekan do-

(4)

kumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) me-
nyampaikan laporan hasil pemerikasaan Kerugian

Negara kepada Menteri dalam jangka waktu pal- |
ing lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima |

penugasan.

Pasal 11
Dalam melakukan proses penyelesaian Keru-

gian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (4), TPKN melakukan pemeriksaan atas kebena-
ran laporan Kerugian Negara dengan memperhatikan:

a.
b.

| (M

(2)

(3)

perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian;
penetapan nilai Kerugian Negara berdasarkan
jumlah dan/atau besaran Kerugian Negara yang
pasti.

‘Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara,

dan/atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab
mengganti Kerugian Negara, sesuai dengan peran

dan/atau keteriibatannya dalam perbuatan/tinda- |

kan yang merugikan negara; dan
Kelengkapan dokumen.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Bagian Kesatu

Kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara

Pasal 12
KPA waijib melaporkan setiap indikasi Kerugian
Negara yang dilakukan Bendahara kepada Men-
teri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah menerima hasil verifikasi dari Tim
Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9

angka 3 huruf a dengan tembusan kepada Sekre- |

taris Jenderal.

Hasil laporan pemeriksaan unit pengawasan inter-
nal atau eksternal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 1 huruf a dan berpotensi adanya per-
buatan- melawan hukum dan/atau kelalaian dis-
ampaikan kepada Menteri.

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklan-
juti indikasi Kerugian Negara sebagaimaria dimak-
sud pada ayat (1) atau (2) yang dilakukan oleh
Bendahara dalam jangka waktu paling lama 7 (tu-
juh) hari kerja sejak menerima laporan.
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{4)

(5)

(1)

Selama dalam proses pemeriksaan laporan hasil
Kerugian Negara, Bendahara dibebastugaskan se-
mentara dari jabatannya dan menunjuk Bendaha-
ra pengganti yang ditetapkan melalui Keputusan
Menteri.

Dalam hal Bendahara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4} dalam proses pemeriksaan laporan
hasil Kerugian Negara tidak terbukti adanya Keru-
gian Negara, maka tugas dan jabatan Bendahara
dipulihkan kembali yang ditetapkan melalui Kepu-
tusan Menteri.

Pasal 13
TPKN dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengumpul-
kan dan melakukan pemeriksaan dokumen:
a. Keputusan Pengangkatan Bendahara;
b. laporan dan kronologis terjadinya Kerugian
Negara dari Bendahara atau hasil pemeriksaan
Unit pengawasan internal atau eksternal ke-
pada KPA;
Berita Acara Pemeriksaan;
Berita Acara Pemeriksaan Kas;
Register Penutupan Buku Kas;

- o ao

surat keterangan sisa uang yang belum diper-

tanggungjawabkan dari PA/KPA;

g. rekening koran bank;

h. foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang
bersangkutan yang memuat adanya kekuran-
gan kas;

i. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SK-
TJM;

j- surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal
Kerugian Negara mengandung indikasi tindak
pidana;

k. berita acara pemeriksaan tempat kejadian
perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian
Negara terjadi karena pencurian atau peram-
pokan; 3

i. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang
berwenang atau pengadilan; dan

m. dokumen terkait lainnya yang dapat digunak-

an sebagai bahan pertimbangan dalam pene-

tapan tuntutan pengembalian atas Kerugian
Negara.

_PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

(2)

(3)

{1

{2)

{3)

(1

{2)

verifikasi

TPKN menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan Kerugian Negara kepada Menteri

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh} .

hari kerja sejak menerima penugasan.

Sanksi disiplin tingkai berat sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah se-
lama 3 {tiga) tahun; dan/atau

b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 14

Dalam hal terdapat Kerugian Negara berdasarkan
laporan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN seb-
agaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (2) pal-
ing sedikit memuat:

a. besarnya Kerugian Negara;

b. jenis perbuatan melawan hukum dan/atau kel-

alaian;

"c. Bendahara yang diduga sebagai penyebab

Kerugian Negara.

Dalam hal tidak terdapat Kerugian Negara Men-
teri atas rekomendasi TPKN memerintahkan KPA
untuk menghapus kasus Kerugian Negara Ben-
dahara dan mengeluarkan dari Daftar Kerugian
Negara.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyam-
paikan laporan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN
kepada BPK dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKN den-
gan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 1

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15
Apabila berdasarkan surat dari BPK sesuai dengan
laporan hasil verifikasi pemeriksaan laporan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 |
tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan/
atau kelalaian baik sengaja maupun tidak senga- |
ja, Menteri menetapkan'kasus Kerugian Negara
dihapuskan dari daftar Kerugian Negara.
Apabila berdasarkan surat dari BPK sesuai sesuai
laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
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(1)

(2)

(3)

| (4)

(1

(2)

(3)

45 |

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 terbukti ada per-

buatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik |

sengaja maupun tidak sengaja, Menteri menugas-
kan TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara
melalui SKTJM dalam jangké waktu paling lama
7 {tujuh} hari kerja setelah BPK menetapkan ter-
jadinya Kerugian Negara.

Pasal 16

Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM,

maka Bendahara wajib menyerahkan jaminan ke-

pada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen
asli sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan
lain atas nama Bendahara;

b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan ba-
rang dan/atau harta kekayaan lain dari Benda-
hara.

Dalam hal Bendahara mengakui dan menyang-

gupi akan membayar Kerugian Negara, diterbit-

kan SKTJM yang ditandatangani oleh Bendahara,

diketahui oleh KPA dan dibuat dalam rangkap 6

{enam) bermaterai cukup.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

vang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak

dapat ditarik kembali.

Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai Tata Cara Peny-
elesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Benda-
hara.

Pasal 17
Penggantian Kerugian Negara mulai dilakukan

pembayaran dalam jangka waktu paling lama 40 |

{empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatan-

gani yang dapat dibayarkan secara tunai atau ber- |

tahap.

Pembayaran secara bertahap sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dibayarkan dalam jangka
waktu paling lama selama 24 (dua puluh empat)
bulan.

Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang

| (2}

dan/atau harta kekayaan lain dan/atau surat
kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/
atau harta kekayaan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16. '

Pasal 18
Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara ses-

(1)

uai SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau |
mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain |

vang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat {1) setelah mendapat persetujuan
dan di bawah pengawasan TPKN.
(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3), BPK mengeluarkan surat rekcmendasi
kepada Menteri agar kasus Kerugian Negara dike-

luarkan dari daftar Kerugian Negara.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh
berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemer-
iksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam
proses pemeriksaan tersebut maka Bendahara berse-
dia mengganti Kerugian Negara, Bendahara membuat
dan menandatangani SKTJM di hadapan pameriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 2
Pembebanan Kerugian Negara
Tututan Perbendaharaan
- Pasal 20
(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak
dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara,

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah |
mendapat rekomendasi dari BPK menetapkan |
KPS dalam jangka waktu 7 (tujuh} hari kerja sejak |

Bendahara tidak bersedia menandatangani SK-
TJM.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri rnenyam-
paikan laporan kepada BPK mengenai penetapan
KPS, sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, dan

meminta BPK agar menerbitkan KPBW terhadap ;

Bendahara.
Pasal 21

Ruxingvs Nows 904171892017




(1)

{2)

(3)

PENGUMUMAN J

KPS dan KPBW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 disampaikan kepada Bendahara melalui
KPA dengan tembusan kepada Menteri, dan tan-
da terima dari Bendahara.

Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK oleh
KPA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah KPS dan KPBW diterima Bendahara.
Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatan-
gani tanda terima, maka dibuatkan berita acara
yang memuat keterangan bahwa KPS dan KPBW

. telah disampaikan kepada Bendahara, namun

(4)

{1)

{2)

(3)

(4)

Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda |

terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan
KPA.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan contoh format tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22
Bendahara dapat mengajukan keberatan secara
tertulis atas KPS yang ditetapkan Sekretaris Jen-
deral atas nama Menteri dan KPBW yang ditetap-
kan BPK, kepada BPK dalam jangka waktu 14
{empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
penerimaan KPS dan KPBW yang tertera pada
tanda terima atau pada berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21.
Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) BPK menetapkan keputusan berupa
penerimaan atau penolakan atas keberatan dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan
keberatan dari Bendahara diterima oleh BPK.
Dalam hal keberatan yang diajukan_ Bendahara
diterima oleh BPK, maka kewajiban Bendahara
untuk menyelesaikan Kerugian Negara secara hu-
kum dibatalkan terhitung sejak tanggal ditetap-
kan Keputusan Pembebasan oleh BPK.
Apabila setelah jangka waktu paling lama 6
{enam) bulan terlampaui dan BPK tidak menge-
luarkan keputusan apapun atas keberatan yang
diajukan Bendahara maka keberatan dari yang
bersangkutan dianggap diterima.

(1

(2)

{3)

(4}

1

(2)

{3)

Pasal 23
Penyelesaian Kerugian Negara TP di lingkun-

gan Kementerian berdasarkan Keputusan dilak-

sanakan selanjutnya Pembebanan yang ditetap-

kan cleh BPK, apabila:

a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) telah terlampaui, dan Bendahara tidak
mengajukan keberatan;

b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak
oleh BPK, maka Bendahara wajib menyele-
saikan Kerugian Negara.

Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara me-

lalui KPA dan ditembuskan kepada Menteri, den-
gan tanda terima dari Bendahara.

Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatan-

gani tanda terima maka dibuatkan berita acara

yang memuat keterangan Keputusan Pembe-
banan telah disampaikan kepada bersedia tidak

Bendahara menandatangani tanda terima, yang

ditandatangani cleh wakil TPKN dan KPA.

Bentuk dan isi berita acara sebagaimana dimak-

sud pada ayat (3} sesuai dengan contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 24

Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 23, Bendahara wajib
mengganti Kerugian Negara dengan cara meny-
etorkan secara tunai atau bertahap ke kas negara
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah K.eputusan Pembebanan ditetapkan.
Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang
bersifat final, dan terhadapnya tidak dapat diaju-
kan keberatan oleh Bendahara serta dapat dilaku-
kan sita jaminan.

Apabila penagihan ketiga yaitu 3 (tiga) bulan dari
7 (tujuh} hari kerja setelah ditetapkannya Kepu-
tusan Pembebanan, Bendahara tidak mengganti
Kerugian Negara dengan cara menyetor secara
tunai atau bertahap ke kas Negara maka Menteri
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(4}

(5)
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akan menyerahkan Kerugian Negara kepada In-
stansi yang berwenang.

Dalam- hal Bendahara telah mengganti Kerugian
Negara secara tunai atau bertahap maka barang
dan/atau harta kekayaan lain Bendahara yang
dikenakan sita jaminan dikembalikan kepada Ben-
dahara.

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian

- Negara secara tunai atau bertahap sebagaimana |

(1)

| (2)

(3)

(1)

dimaksud pada ayét (4}, ditetapkan Keputusan
Pelunasan Kerugian Negara oleh Sekretaris Jen-
deral atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Kerugian Negara dilakukan Bendahara, Pegawai
Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Lain
Pasal 25

Pimpinan Tinggi Madya wajib melaporkan setiap
indikasi Kerugian Negara yang dilakukan Benda-
hara, Pegawai Negeri bukan Bepdahara, dan/atau
Pejabat Lain kepada Menteri dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah meneri-
ma hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 huruf a dengan
tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Hasil laporan pemeriksaan unit pengawasan in-
ternal atau eksternal yang disampaikan kepada
Menteri dan berpotensi adanya perbuatan mela-
wan hukum dan/atau kelalaian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklan- |

juti indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Bendahara,

Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Peja- :

bat Lain dalam jangka waktu p-aling lama 7 (tujuh)
hari kerja' sejak menerima laporan. '

Pasal 26
TPKN bekerja mengumpulkan dan melakukan
pemeriksaan dokumen meliputi:

a. Keputusan pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan/atau
Pejabat Lain;
b. lapora dan kronologis dari Bendahara, Pega-

wai Neyeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat |

(2)

(1}

(2)

Lain atau hasil pemeriksaan terjadinya Keru-
gian Negara kepada atasan langsung; jenis,
tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perole-
han, sumber perolehan inventaris BMN dan
hal-hal yang diperlukan lainnya;

¢. Surat lzin Penggunaan (SIP) atau surat ket-
erangan pemakaian BMN/pinjam BMN atas
nama Bendahara, Pegawai Negeri bukan Ben-
dahara dan/atau Pejabat Lain;

d. Daftar Inventaris BMN (SIMAK BMN):;

€. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal
Kerugian Negara mengandung indikasi tindak
pidana; '

f. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SK-
TJM; :

g. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang
berwenang atau pengadilan;

h. dokumen terkait lainnya yang dapat digunak-
an sebagai bahan pertimbangan dalam pene-
tapan tuntutan pengembalian atas Kerugian
Negara.

TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi

pemeriksaan Kerugian Negara kepada Menteri

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak menerima penugasan.

Pasal 27
Dalam hal terdapat Kerugian Negara berdasarkan

laporan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN seb- ;

agaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {2), pal-
ing 'sedikit memuat;
a. besarnya Kerugian Negara;

b. jenis perbuatan melawan hukum dan/atau kel- -

alaian; dan
¢. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara

dan/atau Pejabat Lain yang diduga sebagai

penyebab Kerugian Negara. .
Dalam hal tidak terdapat Kerugian Negara ber-
dasarkan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),
Menteri atas rekomendasi TPKN memerintahkan
Pimpinan Tinggi Madya untuk menghapus kasus
Kerugian Negara Bendahara, ‘Pegawai Negeri bu-

- kan Bendahara dan/atau Pejabat Lain.




|
)

(2}

{3)

(4)
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Paragraf 1
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 28

Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara,

Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Peja-

bat Lain dapat dilakukan melalui SKTJM dengan

ketentuan:

a. jika berdasarkan hasil penelitian terpenuhi un-
sur Kerugian Negara, TPKN wajib mengupay-
akan penyelesaian Kerugian Negara menggu-
nakan SKTJM dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja; dan

b. jika Bendahara, Pegawai Negeri bukan Benda-

hara da,n{atau' Pejabat Lain yang bertanggung

jawab terhadap Kerugian Negara menolak

penyelesaian menggunakan SKTJM, Sekre- |

taris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan
usulan TPKN menetapkan KPS dalam rangka
Penvelesaian Kerugian Negara.

Apabila berdasarkan surat dari Pimpinan Tinggi

Madya hasil pemeriksaan laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 terbukti
ada perbuatan melawan hukum dan/atau kel-

alaian baik sengaja maupun tidak sengaja, Men-
teri menugaskan Pimpinan Tinggi Madya untuk |

menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM
dalam jangka waktu. 7 (tujuh) hari kerja setelah
ditetapkan terjadinya Kerugian Negara.

Bendahara dan/atau Pejabat Lain menandatan-
gani SKTJM, maka Bendahara, Pegawai Negeri
bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain wajib
menyerahkan jaminan kepada TPKN, meliputi
dalam bentuk dokumen asli:

a. bukti kepemilikan barang dan/atau harta |

kekayaan lain atas nama Bendahara, Pega-
wai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat
Lain; dan

b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan ba-
rang dan/atau harta kekayaan lain dari Benda-
hara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/
atau Pejabat Lain.

Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan con >h format ter-

L)

(2)

| (3]
Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan |

(nm

{2)

cantum dalam Lampiran IV yang merupakan ba- |

gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2B harus memenuhi syarat, meliputi:

a. nilai Kerugian Negara telah ditetapkan dengan
pasti dengan mempertimbangkan kepatutan
dan kewajaran;

b. terpenuhinya unsur perbuatan melawan hu-
kum dan/atau kelalaian yang mengakibatkan
timbulnya Kerugian Negara;

c. dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak
manapun, Bendahara, Pegawai Negeri bukan

Bendahara dan/atau Pejabat Lain mengakui |

kesalahannya; dan
d. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara
dan/atau Pejabat Lain sanggup membayar se-
cara tunai atau bertahap dengan jangka wak-
tu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.
Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain mengakui dan

menyanggupi akan membayar kerugian negara, |

diterbitkan SKTJM yang ditandatangani oleh Ben-
dahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/
atau Pejabat Lain, diketahui oleh Pimpinan Tinggi
Madya, dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) ber-
materai cukup.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang telah ditandatangani oleh Bendahara, Pega-

wai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat
Lain tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 30
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari
setelah ditandatanganinya SKTJM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 telah terlampaui dan
Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara
dan/atau Pejabat Lain tidak mengganti Keru-
gian Negara secara tunai atau bertahap, TPKN
melakukan penagihan ulang sebanyak 2 {dua} kali
selama 7 {tujuh) hari kerja.
Apabila setelah penagihan kedua, Bendahara,
Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Peja-
bat Lain tidak mengganti Kerugian Negara den-
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5%

(1)

(2)

(3)

gan cara menyetor secara tunai atau bertahap ke
kas Negara maka Sekretaris Jenderal atas nama
Menteri akan menyerahkan penyelesaian Keru-
gian Negara kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 31

Penggantian Kerugian Negara mulai dilakukan
pembayaran dalam jangka waktu 40 (empat pu-
luh) hari sejak SKTJM ditandatangani dan dapat
dibayarkan secara tunai atau bertahap seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 29.
Pembayaran secara bertahap sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dibayarkan dalam jangka
waktu paling iama 24 {dua puluh empat) bulan.
Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain telah mengganti
Kerugian Negara, Pimpinan Tinggi Madya menge-
luarkan surat rekomendasi kepada Menteri agar

kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar

Kerugian Negara.

Paragraf 2

Pembebanan Kerugian Negara Tuntutan Ganti Rugi

(1)

(3)

Pasal 32
Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian Kerugian Negara, Sek-
retaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan
usulan Pimpinan Tinggi Madya menetapkan KPS
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Ben-

dahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/ |

atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani
SKTJM.

Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan KPS ke-
pada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Benda-
hara dan/atau Pejabat Lain dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak KPS ditan-

datangani dan wajib untuk memperoleh tanda

terima dan berita acara dari Bendahara, Pegawai
Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain.

Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak bersedia
menandatangani tanda terima, maka dibuatkan
berita acara yang memuat keterangan KPS telah
disampaikan kepada Bendahara, Pegawai Negeri
bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain namun

i
|

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

tidak bersedia menandatangani tanda terima

" dan berita acara, yang ditandatangani oleh wakit

TPKN dan Pimpinan Tinggi Madya. _
Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 33
Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara
dan/atau Pejabat Lain dapat mengajukan permo-
honan keberatan secara tertulis kepada Menteri
melalui Sekretaris Jenderai dalam jangka waktu
paling lama 14 {empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal penerimaan KPS yang tertera pada
tanda terima dan berita acara sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat {3).
Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) TPKN mengeluarkan rekomendasi berupa
penerimaan atau penolakan atas keberatan dalam
jahgka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan keberatan dari Bendahara, Pegawai
Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain
diterima oleh TPKN.
Dalam hal keberatan yang diajukan Bendahara,
Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pe-
jabat Lain diterima oleh TPKN, maka kewaijiban :
untuk menyelesaikan Kerugian Negara secara hu-
kum dihapus terhitung sejak tanggal ditetapkan-
nya Keputusan Pembebasan oleh Sekretaris Jen-
deral atas nama Menteri.
Apabila setelah jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terlampaui dan TPKN tidak mengsluarkan
rekomendasi apapun atas keberatan yang diaju-
kan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara
dan/atau Pejabat Lain maka keberatan dianggap
diterima.

. : Paragraf 3
Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi
' Pasal 34

Penyelesaian Kerugian Negara TGR di lingkun-

gan Kementerian selanjutnya dilaksanakan berdasar-
kan Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh
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Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan

; usulan Pimpinan Tinggi Madya, apabila:

a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 33 telah terlam-
paui dan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Ben-
‘dahara dan/atau Pejabat Lain tidak mengajukan
keberatan; atau

b. keberatan yang diajukan Bendahara, Pegawai
Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain
ditolak atau diterima sebagian oleh TPKN, maka
Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara
dan/atau Pejabat Lain wajib menyglesaikan Keru-
gian Negara.

Pasal 35

(1) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 yang disampaikan kepada Ben-
dahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/
atau Pejabat Lain melalui kepala Pimpinan Tinggi
Madya dengan tembusan kepada Bendahara,
Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Peja-
bat Lain.

(2) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak bersedia
menandatangani tanda terima, maka dibuatkan
berita acara memuat keterangan Keputusan Pem-
bebanan telah disampaikan kepada Bendahara,
Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pe-
jabat Lain ditandatangani oleh wakil TPKN dan
Pimpinan Tinggi Madya. _

(3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaima-
na dimaksud pada ayat {1), Bendahara, Pegawai
Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain
wajib mengganti kerugian negara dengan cara
menyetorkan secara tunai atau bertahap ke kas
negara dalam jangka waktu paling lama 40 {em-
pat puluh) hari setelah Keputusan Pembebanan
ditetapkan.

(4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang
bersifat final dan terhadapnya tidak dapat diaju-
kan keberatan oleh Bendahara, Pegawai Negeri
bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain serta
dapat dilakukan sita jaminan.

Pasal 36

{1) Apabila penagihan ketiga yaitu 3 (tiga}) bulan
dari 40 (empat puluh) hari setelah ditetapkannya
Keputusan Pembebanan, Bendahara, Pegawai
Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain ti-
dak mengganti Kerugian Negara dengan cara me-
nyetor secara tunai atau bertahap ke kas Negara
maka Sekretaris Jenderal atas nama Menteri me-
nyerahkan penyelesaian Kerugian Negara kepada
Instansi yang berwenang.

{2) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain telah mengganti
Kerugian Negara secadra tunai atau bertahap maka
barang dan/atau harta kekayaan lain Bendahara,
Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Peja-
bat Lain yang dikenakan sita jaminan, dikemba-
likan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain.

(3) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain telah menggan-
ti Kerugian Negara secara tunai atau bertahap,
ditetapkan Keputusan Pelunasan oleh Sekretaris

Jenderal atas nama Menteri.

BAB V
PENATAUSAHAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Kesatu
Penagihan dan Pembayaran
Piutang/Tagihan Negara
Pasal 37
Pimpinan Tinggi Madya melakukan penagihan
piutang TP dan TGR berdasarkan Keputusan Pembe-

banan.

Pasal 38

(1} Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara yang
dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai Neg-
eri bukan Bendahara yang akan menjalani masa
pensiun, Surat Keterangan Pemberhentian Pem-
bayaran yang akan disampaikan ke Kantor Pelay-
. anan Perbendaharaan Negara setempat harus
mencantumkan adanya piutang negara untuk
menerbitkan Surat Penagihan (SPn) sebagai dasar
pemotongan uang pensiun oleh PT.TASPEN.
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(2) Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara yang di- .

lakukan oleh Pejabat Lain yang akan selesai men-
jalani tugasnya, Pejabat Lain diwajibkan melunasi
Kerugian Negara sebelum masa tugasnya bera-
khir.
{3) Bentuk dan isi Surat Keterangan Pembéarhentian
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 39
Apabila Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara, dan/atau Pejabat Lain menjalani mutasi/
pindah, Pimpinan Tinggi Madya melimpahkan hak
penagihan atas sisa hutang kepada negara ke Unit
Pimpinan Tinggi Madya yang baru denQan membuat
Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Pena-

tausahaan Pelaksanaan SKTJM melalui Kantor Pelay- "

anan Perbendaharaan Negara setempat.

Bagian Kedua
Penyerahan Penyelesaian Piutang/Tagihan Negara
y Pasal 40

:

| {2)

Dalam hal piutang/tagihan negara macet atau
tidak dapat ditagih, dapat diserahkan penyelesaian- |
nya kepada instansi yang berwenang dalam menyele- |

saikan masalah piutang dan lelang negara.

Pasal 41
Tata cara penyerahan penyelesaian piutang/
tagihan negara macet sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 sebagai berikut:

a. Menteri menyampaikan surat’ penyerahan piu-
tang/tagihan negara macet kepada instansi yang
berwenang dalam menyelesaikan masalah piu-
tang dan lelang negara;

b. bersama-sama instansi berwenang dengan yang
menyelesaikan masalah piutang dan lelang nega-
ra mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas
kebenaran dokumen dan barang dan/atau harta
kekayaan lainnya sebagai jaminan dari Bendaha-
ra, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau
Pejabat Lain; dan

€. surat penyerahan piutang/tagihan negara macet
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

)

|
£

1. SKTJM;

2. dokumen pemilikan barang dan/atau harta .

kekayaan lainnya sebagai jaminan dan pengi- |

katnya;

3. surat piutang/tagihan negara/peringatan yang
pernah dikirim oleh Pimpinan Tinggi Madya
terjadinya Kerugian Negara; dan

4. resume hasil pemeriksaan terakhir terhadap
barang dan/atau harta kekayaan lainnya se-
bagai jaminan, yang dilakukan 1 {satu) bulan
sebelum diserahkan kepada Instansi yang ber-
wenang menyelesaikan masalah piutang dan
lelang negara.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang/Tagihan Negara
Pasal 42 _

{1) Penghapusan piutang/tagihan negara yang sudah
mendapat pertimbangan BPK dan persetujuan
Menteri Keuangan untuk dihapuskan piutang/
tagihan negara dari penatausahaan TP di lingkun-
gan Kementerian.

Penghapusan piutang/tagihan negara yang sudah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk |

dihapuskan piutang/tagihan negara dari pena--

tausahaan TGRB di lingkungan.

Penghapusan piutang/tagihan negara sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) untuk
menghapuskan piutang/tagihah negara dari pem-
bukuan baik yang bersifat sementara maupun
bersifat tetap dan berdasarkan alasan tertentu
tidak dapat ditagih baik karena tidak diketahuin-
ya pihak yang bertanggung jawab maupun tidak
mempunyai orang yang bertanggung jawab me-
menuhi kewajibannya, agar nilai piutang/tagihan
negara tercatat sesuai dengan keadaan yang se-
benarnya.

Pasal 43
Penghapusan piutang/tagihan negara seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan Kepu-
tusan Penghapusan Piutang/Tagihan Negara oleh Sek-
retaris Jenderal atas nama Menteri setelah mendapat
pertimbangan BPK dan persetujuan Menteri Keuan-
gan.
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Bagian Keempat
Pembebasan Piutang/Tagihan Negara
Pasal 44
(1} Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara,
dan/atau Pejabat Lain yang terhutang dapat men-
gajukan permohonan Pembebasan Piutang/Tagi-
han Negara dilengkapi dengan bukti baru kepada
Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dabat
memberikan pembebasan piutang/tagihan negara
berdasarkan bukti baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang ditemukan jika tidak dipenuhi
unsur perbuatan melawan hukum dan/atau kel-
alaian dan setelah mendapat:
a. pertimbangan BPK dan persetujuan Menteri
Keuangan untuk TP;
b. persetujuan Menteri Ksuangan untuk TGR.
{3} Pembebasan Piutang/Tagihan Negara sebagaima-
‘ na dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Keputusan Menteri tentang Pembebasan Piutang/
Tagihan Negara.

(2)

Bagian Ketima
Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara
Pasal 45
Administrasi penyelesaian Kerugian Negara
TP dan TGR dilaksanakan oleh Unit Pimpinan Tinggi
Madya yang menangani bidang keuangan di lingkun-
gan Kementerian.

Pasal 46
Administrasi penyelesaian Kerugian Negara

| melalui TP untuk Bendahara sebagai berikut:
menyampaikan dokumen Kerugian Negara kepa-
da BPK;
menyiapkan kelengkapan administrasi
menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian
Kerugian Negara, termasuk surat pemberitahuan
kepada KPA yang belum menyampaikan laporan
atas penyelesaian Kerugian Negara;
¢. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari

pemotongan gaji/pendapatan yang pasti sebagai

pelaksanaan eksekusi Keputusan Pembebanan

dari BPK;

‘ a.
‘ b. surat-
|

d. memonitor tindak lanjut penyelesaian dari Keru-
gian Negara- berdasarkan lapceran hasil yang
diterima dari KPA;

e. menyiapkan surat permohonan rekomendasi
penghapusan tagihan Kerugian Negara kepada
BPK jika upaya penagihan dari Bendahara tidak
membawa hasil karena Bendahara tidak mam-
pu, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan '
harta warisan, atau tidak dapat diketahui lagi al- |
amatnya;

f. menyiapkan laporan secara periodik yang akan
disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya kepada
BPK mengenai penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 47
Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara
melalui TGR untuk Bendahara, Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan/atau Pejabat Lain sebagai berikut:
a. menyampaikan dokumen Kerugian Negara kepa-
da Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
b. menyiapkan kelengkapan adminsitrasi
menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian
Kerugian Negara, termasuk surat pemberitahuan |
kepada Pimpinan Tinggi Madya yang belum me-
nyampaikan laporan atas penyelesaian Kerugian
Negara;
¢. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari
pemetongan gaji/pendapatan lain yang pasti seb-
agai pelaksanaan eksekusi Keputusan Pembaban-
an dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;

surat-

d. memonitor tindak lanjut penyelesaian Kerugian

Negara berdasarkan hasil laporan yang diterima
dari Pimpinan Tinggi Madya Bendahara, Pegawai
Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain;
e. menyiapkan surat permohonan rekomendasi
penghapusan tagihan Kerugian Negara kepada
Menteri Keuangan jika upaya penagihan dari Ben-
dahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/
atau Pejabat Lain tidak membawa hasil karena
tidak mampu, meninggal dunia dengan tidak me- |
ninggalkan harta warisan, atau tidak dapat dik- !
etahui lagi alamatnya; dan '
f. menyiapkan laporan secara periodik yang akan
disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris

Jenderal mengenai penyelesaian Kerugian Negara. |
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(1

(2)

(1

(2)

BAB V)
KADALUWARSA
Pasal 48
Kewajiban Negara, Pegawai Negeri bukan Benda-
hara dan/atau Pejabat Lain untuk membayar ganti
rugi menjadi kadaluwarsa, apabila:
a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dik-
etahuinya Kerugian Negara; atau
b. dalam jangka waktu 8 (delapan} tahun sejak
terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan
penuntutan ganti rugi.
Kadaluwarsa Penuntutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan jangka waktu tertentu
yang menyebabkan gugurnya hak untuk melaku-
kan TP dan TGR terhadap Bendabara, pegawai
Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain
dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya ke-
pada Negara menurut hukum perdata.

Pasal 49
Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri bukan Ben-
dahara dan/atau Pejabat Lain yang telah ditetap-
kan untuk mengganti Kerugian Negara berada
dalam pengampuan, melarikan diri, atau menin-
ggal, penuntutan, dan penagihan terhadapnya
beralih kepada pengampuan yang memperoleh
ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dike-
lola atau diperoleh yang berasal dari Bendahara,

Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Peja-

bat Lain.

Tangggung jawab pengampuan atau ahli waris,

yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai

Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

hapus dalam hal:

a. 3 (tiga) tahun lewat sejak keputusan pen-
gadilan yang menetapkan pengampuan atau
ahli waris kepada Bendahara, Pegawai Neg-
eri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain;
atau

b. sejak Bendahara, Pegawai Negeri bukan Ben-
dahara dan/atau Pejabat Lain diketahui melari-
kan diri atau meninggal dunia tidak diberitahu-
kan cleh instansi yang berwenang mengenai
Kerugian Negara.

{1

(2)

BAB VII

SANKSI

Pasal 50
Setiap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Ben-
dahara dan/atau Pejabat Lain yang melakukan
perbuatan melawan hukum dan/atau rmelalaikan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) yang menimbulkan Kerugian Negara dike-
nai sanksi hukuman disiplin pegawai dan pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hukuman disiplin pegawai dan sanksi pidana seb- |

agaimana dimaksud pada ayat (1} tidak meniada-
kan proses TP atau TGR.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Inde-
nesia.
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